
BUPATI OGAN KOMERING ILIR 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR 

NOMOR 3^ TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN 

PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman 

Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan dan Pasal 6 ayat 

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar 

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering 

Ilir; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I I dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3.Peraturan Pemerintah. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis 
Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan 
Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5298); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6205); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan 
Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan 
Pemilu; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kode Et ik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyxisunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 649); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Ketertiban 

Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ilir 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 

Nomor 13); 

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 
Nomor 2); 

13.Peraturan Bupati. 
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13. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaram (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 87); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
3. Bupati adalali Bupati Ogan Komering Ilir. 
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat 

Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keba­
karan Ogan Komering Ilir sebagai organisasi perangkat daerah dalam penegakan 
Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

5. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang diba-
kukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaima-
na dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 

6. Standar Operasional Prosedur adalah standar operasional prosedur dari berbagai 
proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

7. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Satpol PP dan Damkar 
yang selanjutnya disebut SOP AP Satpol PP dan Damkar adalah prosedur bagi 
aparat Satpol PP dan Damkar dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam 
melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dan perkada dalam rangka 
meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum 
terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan penyelenggaraan 
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Perlindungan masyarakat serta 
pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. 

8. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang 
menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata 
laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak 
kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota/ pedesaan yang padat 
penduduk. 

MAKSUD. 
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MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 

(1) Maksud penyusunan petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar adalah 
sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan 
dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah 
serta keputusan kepala daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat perlindungan masyarakat serta penan^ulangan dan 
pencegahan bencana kebakaran. 

(2) Tujuan penyusunan petunjuk teknis SOP Satpol PP dan Damkar adalah untuk 
mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas dalam penegakkan peraturan 
daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat perlindungan 
masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. 

BAB I I 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal 3 

(1) Petunjuk Teknis SOP AP Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 meliputi: 

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 
Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; 

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketertiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Mencegah serta Menanggulangi 
bahaya bencana kebakaran; 

c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Unjuk Rasa dan 
Kerusuhan Massa; 

d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Pejabat Nasional Pimpinan 
Pusat Tamu Negara dan Orang-orang Penting ; 

e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Tempat-tempat Penting; 

f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Patroli;dan 

g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Proteksi Kebakaran di 
Perkotaan. 

(2) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

(3) Petunjuk Teknis SOP Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menjadi acuan bagi Satpol PP dan Damkar untuk menyusun SOP di 
lingkungan Satpol PP dan Damkar. 

(4) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Satpol PP dan Damkar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 
penetapan peraturan ini. 

BAB. 



BAB I I I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai 
berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Ditetapkan di Kayuagung 
pada tanggal sa ^epfemi^pr 202O 
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,, 

Diundangkan di Kayuagung 
'ada tanggal ^ e p N ^ t - a -
EKRETARIS DAERAH PATEN OGAN KOMERING ILIR, 

H U S I N 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR 


	img20201114_13042592
	img20201114_13052809

